





A. Latar Belakang Masalah  
Kebijakan kesehatan menjadi salah satu fokus penting pemerintah dalam 
pembangunan, salah satunya adalah untuk menangani penyakit endemik yang 
berkembang di masyarakat. Banyaknya penyakit endemik di Indonesia seperti 
diare, malaria, demam berdarah, penyakit kulit, serangan jantung, tekanan darah 
tinggi dan penyakit lainnya disebabkan karena permasalahan sanitasi. Penyakit-
penyakit ini sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah urban 
dimana akses sanitasi tidak mereka peroleh dengan baik. Penyakit malaria dan 
demam berdarah disebabkan oleh tergenangnya air yang berasal dari pembuangan 
limbah rumah tangga yang tidak lancar dimana kondisi ini akan menjadi tempat 
perkembangbiakan nyamuk penyebab malaria dan demam berdarah. 
 Selain malaria dan demam berdarah, penyakit diare merupakan masalah 
kesehatan masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia karena morbiditas 
dan mortalitasnya masih tinggi. Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit 
Diare Departemen Kesehatan RI dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 
tentang jumlah penderita penyakit diare memperlihatkan kecenderungan insidens 
naik. Berikut data Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare 
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Sumber : Kementrian Kesehatan RI, 2011 : 1 
 
Berdasarkan table 1.1 di atas, dari hasil survei yang dilakukan oleh Subdit 
Diare Departemen Kesehatan, jumlah penderita diare dari tahun 2000-2010 di 
Indonesia memiliki kecenderungan insidens naik. Pada tahun 2000 jumlah 
penyakit diare di Indonesia mencapai 301/1000 penduduk, tahun  2003 naik 
menjadi 374/1000 penduduk, tahun 2006 naik menjadi 423/1000 penduduk dan 
tahun 2012 menjadi 411/1000 penduduk. Selain itu jumlah Kejadian Luar Biasa 
(KLB)  diare juga masih sering terjadi di Indonesia. Berikut data dari Subdit Diare 
Departemen Kesehatan tentang KLB diare pada tahun 2008-2010 : 
 
Tabel 1.2 
Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare tahun 2008-2010 di Indonesia  
 
Tahun Jumlah Kecamatan Jumlah Kasus Jumlah Kematian 
2008 69 8.133 orang 239 orang 
2009 24 5.756 orang 100 orang 
2010 33 4.204 orang  73 orang 
Sumber : Kementrian Kesehatan RI, 2011 : 1 
 
Berdasarkan tabel 1.2 di atas, Kejadian Luar Biasa (KLB) diare di 
Indonesia masih terjadi untuk tahun 2008-2010. Pada tahun 2008 terjadi KLB 
diare di 69 kecamatan dengan jumlah kasus 8.133 orang dengan kematian 239 
orang. Tahun 2009 terjadi KLB diare di 24 kecamatan dengan jumlah kasus 5.756 
orang dengan kematian 100 orang. Sedangkan tahun 2010 terjadi KLB diare di 33 
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kecamatan dengan jumlah kasus 4.204 orang dengan kematian 73 orang. 
Penyebab diare berkaitan erat dengan keadaan sanitasi di lingkungan 
tempat tinggal. Keadaan sanitasi yang buruk akan menyebabkan adanya virus 
yang berasal dari bakteri e-coli (www.penyakitdiare.com). Selain menyebabkan 
diare, bakteri e-coli juga menyebabkan gangguan pada ginjal, serangan 
jantung/stroke, dan tekanan darah tinggi. Bakteri e-coli berada pada saluran 
pencernaan dan feses manusia. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan 
Kota Surakarta (dalam presentasi sosialisasi SPBM-USRI, 2014), rata-rata 
manusia mengeluarkan tinja seberat 0,25 kg/hari dan diperkirakan 109 ton tinja 
mencemari lingkungan Solo setiap hari. Hal ini diakibatkan karena kebocoran 
septic tank yang menyebabkan tingginya pencemaran air oleh bakteri e-coli. 
Tingginya kandungan bakteri e-coli menyebabkan tingginya water borne disease 
seperti diare, kolera dan tifus. Data Dinas Kesehatan Kota Surakarta tersebut 
menunjukkan penyakit diare masuk ranking delapan dari 10 besar penyakit 
menular.  
Penyebab tercemarnya air oleh bakteri e-coli adalah perilaku hidup 
masyarakat yang kurang sehat yakni membuang air limbah rumah tangga terutama 
buang air besar sembarangan. Perilaku ini terjadi karena minimnya sarana atau 
akses sanitasi yang baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanitasi adalah 
usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang 
kesehatan, terutama kesehatan masyarakat (kbbi.web.id). Sedangkan menurut 
(Presentasi sosialisasi SPBM – USRI, 2014) sanitasi adalah upaya membuang 
limbah cair rumah tangga dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan 
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hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. 
Ruang lingkup sanitasi antara lain adalah air minum, drainase, persampahan dan 
air limbah rumah tangga. 
Selain berdampak pada kesehatan, buruknya akses sanitasi juga turut 
membawa dampak terhadap aspek lain dari kehidupan masyarakat dunia termasuk 
di Indonesia.  
Satu dari tiga orang di dunia saat ini tidak memiliki 
jamban.  Kerugian ekonomi akibat ketiadaan akses sanitasi 
diperkirakan mencapai 260 miliar dolar per tahun.Tanpa jamban 
atau sistem pengolahan limbah yang layak, banyak penduduk 
negara-negara berkembang  buang air besar (BAB) di sungai atau 
ladang, tanpa sadar menyebarkan kuman-kuman penyebab penyakit 
diare ke lingkungan mereka sendiri dan kawasan hilir mereka. 
“Kita harus memperbaiki sanitasi apabila kita bermaksud 
menghapus kemiskinan ekstrim pada tahun 2030 dan meningkatkan 
pendapatan dari 40% kalangan termiskin,” demikian pernyataan 
Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. “Dari latar belakang saya di 
bidang kesehatan, saya memahami besarnya permasalahan ini. Ini 
adalah intervensi yang sangat penting. Dampak dari sanitasi buruk 
merupakan inti dari berbagai hambatan yang dihadapi kaum miskin 
dalam upaya mencapai kesejahteraan. Imbal hasil dari investasi 
sanitasi sangatlah tinggi, terutama untuk kalangan miskin”. Sanitasi 
buruk juga berdampak pada kerugian ratusan miliar dolar per tahun 
dari turunnya kondisi kesehatan, lingkungan, dan pariwisata. 
(www.stbm-indonesia.org)  
Dari pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, 
permasalahan sanitasi tidak hanya membawa dampak terhadap kesehatan saja 
tetapi juga turut membawa dampak pada aspek lain yang berkaitan dengan upaya 
pencapaian kesejahteraan manusia yang meliputi pendidikan, lingkungan, 
kesetaraan dan harga diri. Selain itu, kerugian negara akibat dari permasalahan 




Menurut Water and Sanitation Program (WSP) (dalam 
www.sanitasi.or.id), posisi Indonesia pada 2004 telah mencapai angka 55%. Atau, 
terdapat 45% orang Indonesia yang belum memiliki akses sanitasi yang baik. 
Angka tersebut setara dengan 100 juta penduduk. Konsekuensi kondisi sanitasi 
tersebut adalah munculnya kerugian biaya kesehatan dan kerugian biaya air. Pada 
2005, total kerugian biaya kesehatan yang timbul mencapai 2,719 triliun rupiah. 
Porsi terbesar dikeluarkan untuk biaya rawat kesehatan, kemudian biaya 
produktivitas dan kematian prematur. Biaya air jauh lebih besar hingga mencapai 
8,016 triliun rupiah. Bagian terbesar dikeluarkan untuk penggunaan air minum, 
lalu penggunaan domestik air. Studi WSP menambahkan, sanitasi buruk juga 
berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup serta berimbas ke dunia 
wisata. Dampak pariwisata berupa kerugian ekonomi turis karena buruknya 
sanitasi bisa mencapai 1,465 triliun rupiah pada 2005. Sementara itu, dampak 
kesejahteraan lain berupa penggunaan waktu yang tidak produktif setara dengan 
10,770 triliun rupiah.  
Selain itu, berdasarkan laporan pencapaian tujuan pembangunan Milenium 
di Indonesia tahun 2010 menunjukkan bahwa, akses sanitasi layak di wilayah 
perkotaan masih pada angka 69,51% dari target yang hendak dicapai di 2015 
sebesar 76,82%, sedangkan capaian akses sanitasi layak di wilayah perdesaan 
sebesar 33,96% dari target 55,55%. (Bappenas,2010 dalam Wahyuni dkk, 2012) 
Oleh karena itu, pembangunan sanitasi di Indonesia menjadi sesuatu hal yang 
harus dilakukan. Tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah dan mutu 
sarananya, tapi juga pada perbaikan perilaku masyarakat pengguna dan pengelola 
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sanitasi. Dengan ketersediaan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar, pencemaran 
lingkungan dapat berkurang sehingga suatu daerah akan memiliki lingkungan 
fisik yang lebih bersih. Hal tersebut pada akhirnya akan membuat masyarakat 
lebih sehat dan penyakit akibat buruknya sanitasi dapat dihindari.  
Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan 
Lingkungan (AMPL) Nasional Maraita Listyasari mengatakan bahwa banyak 
keuntungan yang diperoleh dengan percepatan pembangunan sanitasi karena 
persoalan sanitasi tidak selalu hanya terkait dengan masalah kesehatan tetapi besar 
pengaruhnya terhadap perekonomian dan aspek-aspek lainnya di suatu negara. 
Minimal ada lima keuntungan dalam pembangunan sanitasi, diantaranya : 
1. Menghindari pertumbuhan ekonomi semu 
Indonesia dapat menghindari kerugian akibat sanitasi buruk setara 58 teriliun 
rupiah, jumlah kerugian tersebut sama dengan 2,1% pertumbuhan domestik 
bruto Indonesia. 
2. Menurunkan kesakitan diare 94 %  
3. Menurunkan angka kemiskinan   
Karena sanitasi buruk, setiap keluarga di Indonesia harus kehilangan rata-rata 
Rp. 1.250.000 per tahunnya.   
4. Manfaat berlipat  
Setiap 1 rupiah yang kita tanam untuk investasi sanitasi ternyata bisa 
menghasilkan manfaat 8-11 kali lipat. 
5. Mencegah lebih baik daripada mengobati (ciptakarya.pu.go.id) 
 Jelas bahwa keberadaan akses sanitasi yang baik merupakan kebutuhan 
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mendasar untuk setiap individu dalam suatu masyarakat, akan tetapi tidak semua 
masyarakat mendapatkan akses yang mudah dalam hal memperoleh sanitasi yang 
baik, termasuk masyarakat di Kota Surakarta. Berdasarkan artikel dari Solopos 
(2012) yang dikutip dalam Presentasi Sosialisasi SPBM-USRI (2014), sekitar 
503.000 jiwa penduduk Kota Surakarta, hanya 12%nya saja atau sekitar 13.000 
keluarga (65.000 orang) yang terakses pengelolahan air limbah Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) atau Mandi Cuci Kakus (MCK) komunal. Selebihnya, 
438.000 warga atau 88% warga Kota Surakarta tidak mendapatkan akses 
pengolahan tinja dengan benar sehingga menimbulkan pencemaran baik itu di 
tanah maupun di sungai. 
Hal tersebut salah satunya dikarenakan Kota Surakarta merupakan daerah 
urban dengan angka kemiskinan yang masih tergolong tingggi. Berikut 
merupakan data kelurahan berpenduduk paling miskin di Kota Surakarta tahun 
2012 : 
Tabel 1.3 








(Rumah Tangga Sasaran) 
ART 
(Anggota Rumah Tangga) 
1. Pajang 1.486 5.018 
2. Tipes 954 2.961 
3. Semanggi 3.478 12.216 
4. Mojosongo 1.523 6.709 
5. Kadipiro 2.996 10.951 
Sumber : Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 470/29/1/2012 tentang Jumlah 
Penduduk Miskin Kota Surakarta 
 
Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 470/29/1/2012 tentang 
Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta dalam tabel 1.3 di atas, terdapat lima 
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kelurahan yang menjadi kelurahan berpenduduk paling miskin di Kota Surakatra 
yakni Pajang, Tipes, Semanggi, Mojosongo dan Kadipiro. Semanggi menjadi 
kelurahan termiskin dengan 3.478 rumah tangga miskin atau sekitar 12.216 jiwa. 
Sebagian besar rumah tangga miskin di Kota Surakarta tidak memiliki sarana 
sanitasi yang baik dikarenakan keterbatasan materi dan lahan untuk membuat 
sarana sanitasi yang memadai. Oleh karenanya masyarakat terbiasa untuk 
membuang air limbah rumah tangga sembarangan misalnya di sungai dan atau 
selokan, atau membuat tempat pembuangan air limbah rumah tangga yang tidak 
memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan. Selain itu, sarana sanitasi 
umum seperti MCK di Kota Surakarta sudah banyak yang tidak terawat yang 
pastinya menimbulkan ketidaknyamanan bagi penggunanya dan tentunya 
berdampak buruk bagi kesehatan. 
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan menjadi salah satu pihak yang 
bertanggungjawab atas permasalahan sanitasi yang tidak layak termasuk di 
wilayah perkotaan (Wahyuni dkk, 2012). Namun, pemerintah tidak akan dapat 
menyelesaikan permasalahan sanitasi tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh 
karena itu, untuk mengatasi permasalahan sanitasi, Pemerintah Daerah Kota 
Surakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum melakukan implementasi Program 
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) yang merupakan turunan dari 
Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI). Program ini 
diselenggarakan sebagai program pendukung dari Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM – Madiri).  
Program SPBM- USRI adalah program nasional dari Direktorat Jendral 
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Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, program ini 
merupakan upaya kebijakan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasrana sanitasi berbasis 
masyarakat dalam rangka mendukung upaya pencapaian target Millenium 
Development Goal’s (MDG’s) pada tahun 2015, yaitu menurunkan sebesar 
separuh dari proposi penduduk yang belum memiliki akses sanitasi dasar. Selain 
itu, program ini juga merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 di bidang sanitasi, yakni stop 
Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan peningkatan pengolahan air limbah. 
Program ini dilaksanakan bertahap di 1350 kelurahan yang berada di 34 
kabupaten/kota di lima provinsi terpilih dan salah satunya adalah Kota Surakarta. 
(www.ciptakarya.pu.go.id) 
Diantara empat ruang lingkup sanitasi, yang menjadi fokus Program 
SPBM –USRI di Kota Surakarta untuk tahun 2012 – 2014 adalah pengolahan air 
limbah rumah tangga. Dinas PU bersama Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) / Tim 
Fasilitator Lapangan (TFL) melaksanakan program ini di tiap kelurahan dengan 
pembentukan kelembagaan sebagai pelaksana program. Kelembagaan ini berasal 
dari masyarakat di lokasi sasaran, diantaranya adalah Lembaga Keswadayaan 
Masyarakat (LKM), Kelompok Kerja Sanitasi (POKJASAN) Kelurahan, Kader 
Sanitasi, Kelompok Sadaya Masyarakat (KSM), dan Kelompok Pemanfaat dan 
Pengelola (KPP). Dalam melakukan pekerjaannya, Dinas PU, TFM/TFL dan 
kelembagaan yang lain terlebih dahulu menentukan titik lokasi sasaran. Penetapan 
titik lokasi sasaran berdasarkan : 
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a. Wilayah yang memiliki permasalahan sanitasi, seperti tertuang dalam 
dokumen Community Sanitation Action Plan (CSIAP) atau Rencana Aksi 
Perbaikan Sanitasi (RAPS), 
b. Penerima manfaat adalah kawasan Padat, Kumuh, Miskin (PAKUMIS), 
c. Kesanggupan lokasi penerima untuk memelihara sarana yang telah terbangun. 
Wilayah yang memiliki permasalahan sanitasi ditentukan dari hasil pemetaan 
kondisi sanitasi yang mencangkup air bersih, drainase, persampahan dan air 
limbah rumah tangga di tiap Rukun Tetangga (RT) yang ada di Kota Surakarta. 
Penentuan lokasi program berdasarkan target Program SPBM dalam pengolahan 
air limbah rumah tanggadi Kota Surakarta tahun 2012–2014 yakni 50 titik lokasi 
yang tersebar di lima kecamatan. Hasil pemetaan kondisi sanitasi dapat dilihat 















Peta Strategi Sanitasi Kota Surakarta 
 
Sumber : Presentasi sosialisasi SPBM, 2014 
 
Gambar 1.1 di atas merupakan dokumen hasil pemetaan kondisi sanitasi 
yang mencangkup air bersih, drainase, persampahan dan air limbah rumah tangga. 
Dokumen di atas menunjukkan bahwa daerah dengan gambar berwarna merah 
yakni Kelurahan Kadipiro, Jebres, Gandekan, Sangkrah, Semanggi, Danukusuman 
dan Pajang merupakan daerah dengan permasalahan sanitasi yang tinggi, artinya 
kondisi air bersih, drainase, persampahan dan air limbah rumah tangga dalam 
keadaan paling buruk jika dibandingkan dengan kelurahan yang lainnya. 
Berdasarkan hal tersebut, daerah yang diberi warna merah menjadi lokasi sasaran 
utama program ini. Dari hasil pemetaan di atas selanjutnya ditentukan lokasi 
sasaran pelaksanaan Program SPBM – USRI dalam pengolahan air limbah rumah 
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tangga di Kota Surakarta untuk tahun 2012 – 2014 sebagai berikut : 
Tabel 1.4 
Lokasi Sasaran Program SPBM dalam Pengolahan Air Limbah Rumah 
Tangga Tahun 2012–2014 di tiap-tiap Kecamatan 
 
No Tahun 
Kelurahan Lokasi SPBM-USRI 
Jumlah 
Laweyan Banjarsari Jebres Pasarkliwon Serengan 
1.  2012 
1. Sondakan 1. Karangasem 1. Sewu 1. Semanggi 
  
9 lokasi 
2. Gandekan 2. Sangkrah 
3. Sudiroprajan   
4. Jagalan   
5. Kepatihan Wetan  
2. 2013 
1. Purwosari 1. Sumber 1. Pucangsawit (2) 1. Semanggi 
  
20 lokasi 
  2. Gilingan 2. Jagalan 2. Sangkrah (2) 
  3. Setabelan 3. Gandekan 3. Pasarkliwon 
  4. Keprabon 4. Jebres 4. Kamp baru 
  5. Banyuanyar 5. Sewu   
  6. Nusukan     
  7. Karangasem     
3. 2014 
1. Sondakan 1. Gilingan 1. Pucangsawit (2) 1. Semanggi (2) 
  21 lokasi 
2. Pajang (2) 2. Nusukan 2. Jagalan 2. Sangkrah (2) 
3. Laweyan 3. Kadipiro (2) 3. Gandekan   
    4. Jebres (2)   
    5. Sewu (2)   
    6. Mojosongo   
          Jumlah Total 50 lokasi 
Sumber : Presentasi Sosialisasi SPBM-USRI, 2014 
 
Tabel 1.4 menunjukan lokasi sasaran Program SPBM dalam pengolahan 
air limbah rumah tangga tahun 2012–2014 di Kota Surakarta yang berada di 
empat kecamatan, yakni Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan 
Jebres dan Kecamatan Pasar Kliwon. Pada tahun 2012, Program SPBM dalam 
pengolahan air limbah rumah tangga dilaksanakan di sembilan lokasi, tahun 2013 
dilaksanakan di dua puluh lokasi dan di tahun 2014 dilaksanakan di dua puluh 
satu lokasi. Sehingga, jumlah lokasi sasaran Progam SPBM dalam pengolahan air 
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limbah rumah tangga di Kota Surakarta tahun 2012-2014  adalah lima puluh 
lokasi. Kelurahan Semanggi menjadi salah satu daerah dengan titik lokasi sasaran 
terbanyak dari program ini dengan total empat titik lokasi. Hal ini dikarenakan 
Kelurahan Semanggi memiliki kondisi sanitasi yang tinggi dimana Kelurahan 
Semanggi adalah salah satu kelurahan dengan tingkat ketersediaan akses sanitasi 
yang belum memenuhi kriteria standarisasi penilaian sanitasi.  
Terdapat dua alternatif pembangunan saranan sanitasi dalam Program 
SPBM dalam pengolahan air limbah rumah tangga ini, yaitu pembangunan 
Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sistem komunal dengan pemipaan atau 
dengan pembangunan satu sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) terpadu di setiap 
titik lokasi. Program SPBM dalam pengolahan air limbah rumah tangga ini 
merupakan program pendukung PNPM Mandiri, oleh karena itu peran serta 
masyarakat merupakan komponen utama agar program ini dapat memberikan 
dampak yang baik untuk warga masyarakat. Masyarakat di lokasi sasaran wajib 
turut berpartisipasi dalam program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi dan pemanfaatan. Diharapkan dengan adanya partisipasi aktif dari 
masyarakat, tujuan dari program ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, 
sesuai dengan kebutuhan dan keinginan warga sehingga dapat bermanfaat untuk 
warga masyarakat di lokasi sasaran. Masyarakat di Kelurahan Semanggi  dapat 
memperoleh akses sanitasi sehingga dapat membuang air limbah rumah tangga 
dengan baik serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bidang 
kesehatan, perekonomian dan bidang yang lainnya. Oleh karena itu, untuk 
mengevaluasi implementasi Program SPBM-USRI di Kota Surakarta Tahun 2012-
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2014 penulis mengambil judul penelitian untuk skripsi ini “Implementasi 
Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam Pengolahan 
Air Limbah Rumah Tangga di Surakarta (Studi Kasus di Kelurahan Semanggi 
Tahun 2012-2014)”.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah 
untuk penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana implementasi Program Sanitasi Perkotaan Berbasis 
Masyarakat (SPBM) dalam pengolahan air limbah rumah tangga di 
Kelurahan Semanggi ? 
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi Program Sanitasi 
Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) dalam pengolahan air limbah 
rumah tangga di Kelurahan Semanggi ?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan hasil apa yang akan atau ingin dicapai setelah 
penelitian selesai dilakukan, tujuan penelitian meliputi tujuan operasional, tujuan 
fungsional dan tujuan individual. 
1. Tujuan Operasional 
a. Untuk mengevaluasi implementasi Program SPBM dalam pengolahan 
air limbah rumah tangga di Kelurahan Semanggi. 
b. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi proses 
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implementasi Program SPBM dalam pengolahan air limbah rumah 
tangga di Kelurahan Seemanggi. 
2. Tujuan Fungsional 
Memberikan masukan yang bermanfaat bagi Dinas dan Lembaga terkait 
khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Tim Fasilitator Lapangan dan 
kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, pemanfaatan dan 
pengelolaan sarana sanitasi.  
3. Tujuan Individual 
Sebagai persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum (Pemerintah) 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pekerjaan 
Umum dalam upaya menanggulangi permasalahan sanitasi untuk 
masyarakat. 
2. Manfaat bagi Mahasiswa 
Sebagai bahan yang mampu memperkaya penelitian-penelitian yang telah 
ada sebelumnya dan juga sebagai acuan yang dapat membantu para peneliti 
untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sanitasi 
masyarakat. 
3. Manfaat bagi Kelembagaan Masyarakat dan Masyarakat Umum 
Memberi pengetahuan tentang pemanfaatan dan pengelolaan sarana 
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sanitasi yang telah tersedia kepada kelembagaan masyarakat dan kepada 
masyarakat pengguna secara umum. 
 
